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PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

PEREDARAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH BALAI 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT 

(Althafine Putry Rahmina, 1810112232, Fakultas Hukum Universitas 

Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK 

VII), 2023, Halaman) 

ABSTRAK 

UU No.5 Tahun 1990 telah mengatur mengenai larangan serta sanksi pidana 

pelanggaran perdagangan satwa dilindungi secara ilegal, yang selanjutnya 

berdasarkan wewenang undang-undang tersebut selanjutnya diberikan kepada PP 

No. 7 Th 1999 yang mengatur lebih dalam mengenai pengawetan jenis tumbuhan 

dan satwa kemudian pada peraturan pemerintah tersebut di delegasikan kepada 

menteri untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan peredaran satwa liar 

yang dilindungi. Maka pada permen LHK Nomor 

P.8/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016, Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian 

peredaran tumbuhan dan satwa liar. Namun Berdasarkan pengamatan sementara 

menunjukkan masih banyak perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal. 

Untuk itu penulis mengambil 2 macam permasalahan yang dituangkan dalam 

skrpsi ini yakni : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan 

pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam di  Provinsi Sumatra Barat? (2) apa saja tindak lanjut dari pengawasan 

dan pengendalian peredaran dari balai konservasi sumber daya alam? Adapun 

metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan BKSDA belum sesuai dan tidak 

efektif dan memiliki beberapa kendala diantaranya adalah kekurangan personil 

petugas BKSDA, terbatasnya anggaran BKSDA Sumbar, serta kurangnya 

kesadaran masyarakat. (2) Tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian oleh 

BKSDA adalah paksaan pemerintah,  teguran tertulis, lalu pengenaan uang paksa. 
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